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BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR %¢ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Menimbang

Mengingat

SERTA PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

bahwa berdasarkan surat Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Palembang Nomor S-
30002/WPB.07/KP.01/2018 perihal Hasil Evaluasi
Dokumen Persyaratan dan Perkada untuk Penyaluran
Dana Desa (DD) Tahap Il Tahun 2018 Kab. Ogan Ilir, perlu
ditindaklanjuti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf ay perlu adanya perubahan Peraturan Bupati
Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Serta
Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Ogan Ilir. - =
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan
Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
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58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5539), secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717};
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 5558}, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 {entang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 244};

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan
Penampung Air Lainnya di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Beriia Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225 /PMK.07/2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07,2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa {Lembara Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 224);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

Peraturan Menferi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2018j;

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir {Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan llir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E};
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
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2016 Nomor 12};

14. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaien Ogan Hir
Tahun Anggaran 2018 {Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Tahun 2017 Nomor 28);

15.Surat Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara
Palembang Nomor S-30002/WPB.07/KP.01/2018 perihal
Hasil Evaluasi Dokumen Persyaratan dan Perkada untuk
Penyaluran Dana Desa (DD} Tahap III Tahum 2018
Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR

16 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SERTA PEDOMAN UMUM
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 20183.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor

16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa serta Pedoman Umum Penggunaan Dana

Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan

Ilir Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut-

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dana Desa  diprioritaskan untuk  membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
meliputi:
a.Dana Desa digunskan untuk  membiayai

pembangunan Desa yang ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
peningkatan  kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan dengan  prioritas
penggunaan Dana Desa  diarahkan  untuk
pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan

Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa, antara lain:

1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan:

a} lingkungan pemukiman;
b} transportasi;

c} energi; dan

d} informasi dan komunikasi.

2)pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial
dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

a) kesehatan masyarakat; dan
b} pendidikan dan kebudayaan.
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3)pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

4)

5)

pemeliharaan sarana prasarana ckonomi uniuk

mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif
untuk ketahanan pangan;

b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif
meliputi aspek produksi, distribusi dan

yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa danfatau produk ungguian
kawasan perdesaan; dan

¢) usaha eckonomi non pertanian berskala
produktf meliputi aspek produksi, distribusi
dan pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan.

pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk

pemenuhan kebutuhan:

a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

b) penanganan bencana alam; dan

¢) pelestarian lingkungan hidup.

pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan

dalam Musyawarah Desa.

. Desa dalam perencanaan program dan Kkegiatan

pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat
perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

1)

2}

Desa Tertinggal danfatau Desa Sangat Tertinggal
memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa
pada:

a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan

b} pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi seria
pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran
yang diarahkan pada upaya mendukung
pembentukan usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaba ekonomi pertanian
untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa
danfatan produk unggulan kawasan
perdesaan.

Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan

pembangunan Desa pada:

a) pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan infrastrukiur ekonomi serta
pengadaan sarana  prasarana  produksi,
distribusi dan pemasaran unituk mendukung
penguatan usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan
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pangan dan usaha eckonomi lainnya yang
difokuskan  kepada  pembentukan dan
pengembangan produk  unggulan  desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan; dan

b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar
dan lingkungan yang diarahkan pada upaya
mendukung pemenuhan akses masyarakat
Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan
lingkungan.

3} Desa Maju danjatau Desa Mandiri
memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

a} Pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan  infrastruktur ekonomi serta
pengadaan sarana prasarana produksi,
distribusi dan pemasaran uniuk mendukung
perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha ekonomi untuk
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya
yvang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan  produk  unggulan desa
danjatau produk unggulan kawasan
perdesaan; dan

b} pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
seria pengadaan sarana prasarana sosial dasar
dan lingkungan yang diarahkan pada upaya
mendukung peningkatan kualitas pemenuhan
akses masyarakat Desa terhadap pelayanan
sosial dasar dan lingkungan.

c. Dana Desa digunakan unfuk membiayai program dan

kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
ditujukan uniuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan
potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa
dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

sebagaimana dimaksud pada huruf c diprioritaskan

meliputi:

1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan Desa;

2} pengembangan kapasitas di Desa melipuii:
pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan
dan bimbingan teknis, dengan materi tentang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa;

3} pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

4} pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
Desa;

5) dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial
dasar di bidang pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan dan anak, seria
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota
masyarakat Desa penyandang disabilitas;
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6) dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

7} dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana
alam dan penanganannya;

8) dukungan permodalan dan pengelolaan usaha
ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa
dan/fatau BUM Desa Bersamas;

9) dukungan pengelolaan usaha e¢konomi oleh
kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga
ekonomi masyarakat Desa lainnya;

10) pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja
sama Desa dengan pihak ketiga; dan

11) bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan
Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana

dimaksud pada huruf d diswakelola oleh Desa atau

badan kerja sama antar-Desa.

Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa

sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan

berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama
antar-Desa.

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana

Desa, dapat memperiimbangkan tipologi Desa

berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa,

meliputi:
1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa untuk merintis Lumbung

Ekonomi Desa yang melipuii:

a) pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama melalui penyertaan modal,
pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
vang difckuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan;

b} pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok,
koperasi dan/atau lembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya melalui akses
permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM
Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi
dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan  produk  unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan;

c) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
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Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk
memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

a) penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama melalui penyertaan modal,
pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ckonomi perianian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan  produk  unggulan  desa
danfatau produk unggulan kawasan
perdesaan;

b) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok,
koperasi dan/atau lembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya melalui akses
permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa
Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan  produk  unggulan  desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan;

¢) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
kerja terampil dan pembentukan wirausahawan
di Desa;

d) pengembangan lapangan kerja untuk
pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat
Desa;

Desa Maju dan/atau Desa Mandiri

memprioritaskan kegiatan pemberdayazan

masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung

Ekonomi Desa, meliputi:

a) perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau
BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal,
pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan  produk  unggulan  desa
danjatau produk unggulan kawasan
perdesaan;

b) perluasan/fekspansi usaha eckonomi warga/
kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya melalui akses
permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM
Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi
dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yvang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk  unggulan  desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan;

¢} peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
kerja ahli di Desa; dan
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d) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk
pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat
Desa;

4) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal,
Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau
Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis
dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa,
meliputi:

a) pengelolaan secara  parhisipatif kegiatan
pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
anak, serta pemberdayaan  masyarakat
marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas;

b) pengelolaan secara  partisipatif kegiatan
pelestarian lingkungan hidup;

c) pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi
bencana alam, penanganan bencana alam,
serta penanganan kejadian lnar biasa lainnya;

d} pengembangan kapasitas masyarakat Desa
untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana
Desa secara transparan dan akuntabel; dan

e) peningkatan partisipatif masyarakat dalam
memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
dan berkeadilan sosial.

5) Desa Tertinggal danjatau Desa Sangat Tertinggal,
Desa Berkembang maupun Desa Maju danfatau
Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis
dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa,
meliputi:

a) membentuk dan mengembangkan budaya
hukum serta menegakkan peraturan hukum di
Desa;

b} membentuk dan mengembangkan keterbukaan
informasi untuk mendorong masyarakat Desa
yang partisipatif dan komunikatif; dan

c) penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan
budaya Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan unituk
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang
bersifat lintas bidang yang dituangkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Desa.

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} antara lain bidang kegiatan produk unggulan
Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM
Desa Bersama, embung, dan samana olahraga Desa
sesuai dengan kewenangan Desa dan dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) merupakan unit usaha yang
dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama dan
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
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Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} wajib dipublikasikan oleh
Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang
publik yang dapat diakses masyarakat Desa dan
ditnangkan dalam Rencana Kerja Pemeriniah Desa.
Dalam rangka mensukseskan program Satu Desa Satu
Madrasah Diniyah maka Dana Desa di Kabupaten Ogan
Tlir dapat juga digunakan untuk membiayai insentif
tenaga pengajar Madrasah Diniyah maksimal 4 (empat)
orang/desa dengan nominal perbulan per orang
maksimal Rp.600.000,- / bulan, dan dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dalam rangka mensukseskan program Pendidikan Anak
Usia Dini maka Dana Desa juga dapat digunakan untuk
Insentif Tutor PAUD yang berstatus milik desa
maksimal 3 (tiga) orang dengan nominal insentif
perbulan maksimal Rp.300.000,- dan dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Desa

Untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan
ASIAN GAMES Tahun 2018 di Provinsi Sumatera
Selatan maka wilayah kabupaten yang berbatasan
langsung dengan Kota Palembang antara lain
Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Barat, dan Indralaya
Utara dinyatakan harus bebas asap dari kebakaran
hutan dan lahan, untuk ifu guna mencegah dan
menanggulangi kebakaran hutan dan lahan maka bagi
desa yang berpotensi rawan terjadinya kebakaran
hutan dan lahan Dana Desa dapat digunakan untuk
insentif Satgas Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran Hutan dan Lahan maksimal 7 (tujuh} orang
selama 5 {lima} bulan dari bulan Juni sampai dengan
QOktober 2018 dengan nominal perorang Rp. 1.000.000,-
/bulan. Selain itu juga dana desa dapat digunakan
untuk  pengadaan  alat-alat pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemeriniah Desa.
Dana Desa dapat juga digunakan untuk membiayai
kegiatan diluar Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun
2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2018 sepanjang kegiatan tersebut
tercantum dalam uraian pemberian kewenangan desa
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa,
berdasarkan hasil musyawarah desa, hasilnya
bermanfaat bagi masyarakat serta dapat
dipertanggungjawabkan yang dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal IT

Peraturan Bupaii mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2! Hesenvgr 2018

BUPATI OGAN ILIR,
dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, %) hestmber 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.
HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018 NOMOR ¢

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 19631111/198503.1 007



